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INTISARI 

 

Judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Sengketa Penetapan Perolehan Kursi Partai Politk”. Permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi sengketa antara partai politik peserta 

pemilihan umum dengan KPU tentang penetapan perolehan kursi partai politik?. 

Mengapa dalam sengketa penetapan perolehan kursi partai politik hakim Pengadilan Tata 

Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat sedangkan hakim Mahkamah Agung 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima?. Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui 

alasan terjadi sengketa antara partai politik peserta pemilihan umum dengan KPU 

tentang penetapan perolehan kursi partai politik. Untuk mengetahui alasan hakim 

Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan sedangkan Hakim Mahkamah 

Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini bersifat deskriptif dan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah alasan terjadi sengketa antara partai politik dan KPU tentang 

penetapan perolehan kursi partai politik dan alasan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

mengabulkan gugatan sedangkan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak 

dapat diterima. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan 

tata usaha negara dan putusan Mahkamah Agung. 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang penulis teliti maka yang menjadi kesimpulan 

sesuai masalah yang penulis kaji yaitu: 1)Alasan terjadi sengketa antara partai politik 

dengan KPU tentang penetapan perolehan kursi partai politik, Yaitu: a) penggugat 

dirugikan akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU Yapen, b) KPU Yapen telah 

melakukan kecurangan dengan menghilangkan hasil perolehan suara dari para 

penggugat. 2)Alasan hakim pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan 

sedangkan hakim MA menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Yaitu: a)alasan hakim 

pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan adalah (1)Penguggat dapat 

membuktikan kepentingan hukum yang dirugikan, (2)Gugatan sesuai dengan tenggang 

waktu dan (3)Putusan KPU bertentangan dengan peraturan perundang-undangan b) 

alasan hakim Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah 

(1)Gugatan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan (2)Objek 

sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. Saran yang penulis berikan 

adalah untuk KPU Yapen supaya lebih bijak dalam mengeluarkan keputusan dan 

bersikap jujur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan tidak memanipulasi 

rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan umum agar tidak merugikan para calon 

anggota legislatif, kepada partai-partai yang mencalonkan kadernya dalam pencalonan 

anggota legislatif dan berpartisipasi dalam pemilihan umum agar lebih kritis dalam 

bersikap untuk menanggapi situasi politik yang terjadi.  

Kata Kunci : Putusan Hakim, Partai Politik, Komisi Pemilihan Umum. 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA  

BUKU-BUKU: 

M.Polin, Filmon. Hukum Tata Negara Buku Ajar. Kupang, 2020 

Mikson Polin, Filmon. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Malang: Media Nusa 

Creative, 2016 

Prio Agus Santoso,Aris, dkk., Hukum Peradilan TUN. Yogyakarta: Pustaka barupress, 2022 

Santoso, Topo dan Budhiati Ida. Pemilu Di Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika, 2019 

Soerjono soekanto Dan Sri Mamudji. 2019.  Penelitian Hukum Normatif 

 

JURNAL :  

A.Zarkasi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang KPUD Dalam 

penyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pilkada 

Dan Perwujudan Kedaulatan Rakyat Daerah, Jurnal KPUD, Vol X, Hlm.5 

Jimly Asshiddiqie, Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi, 

Jurnal Konstitusi, Vol 3, Tahun 2006, Hlmn 8 

Nico Harjanto, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia, Jurnal 

Pemikiran, Vol 40, Tahun 2011, Hlmn 140 

Pengertin Pemilihan Umum, KPU.go.id 

Sovia Hasanah, Perbedaan Sengketa proses dengan Sengketa Hasil Pemilu, Tahun 2019 

Ta’mirotul Biroroh – Muwahid.2021. Optimalisasi Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia. Jurnal Pemikiran dan 

Pembaharuan Hukum Islam 24,No.2 (2021): 378. 

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU.go.id 

Zainal Abidin Saleh, Demokrasi Dan Partai Politik, (Vol.5, No.1, 2008) 

UNDANG-UNDANG:  

Undang-Undang Partai Politik Nomor.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 

Undang- Undang Nomor.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

PUTUSAN: 

1. Putusan No. 27/G/2019/PTUN/JPR 

2. Putusan No. 131/b/2020/PTTUN Mks 

3. Putusan No. 120 K/TUN/20- 


